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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang wewenang dari Notaris (yang berasal dr sistem

hukum Civil Law) dan Notary Public (yang berasal dr sistem hukum Common

Law). Kemiripan nama jabatan inilah yang menjadi salah satu penyebab

timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman oleh klien asing khususnya yang

berasal dari Singapura (menganut sistem hukum Common Law) terhadap

wewenang Notaris. Sehubungan dengan kesalah pengertian dan pemahaman

tersebut, maka akan menimbulkan beberapa akibat serta menimbulkan

permasalahan lainnya yaitu adanya permintaan dari klien asing tersebut kepada

Notaris untuk melakukan hal-hal yang biasa mereka bisa dapatkan dari Notary

Publik di negara mereka.

Sebagai suatu jabatan, Notaris dan Notary Public memiliki masing-masing

wewenang yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Oleh

karenanya, tesis ini bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab lainnya serta

akibat yang muncul dari kesalah pengertian dan pemahaman tersebut serta untuk

mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh Notaris dalam menanggapi

permintaan klien asing tersebut. Dalam membahas permasalahan dan untuk

mencapai tujuan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian normatif.

Penulis menggunakan metode penelitian normatif karena dalam melakukan suatu

penelitian hukum, maka harus digunakan hukum positif.

Selanjutnya dari penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, dapat

disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kesalah

pengertian dan pemahaman mengenai wewenang Notaris oleh klien asing tersebut

khususnya yang berasal dari Singapura diantaranya kemiripan nama, kurangnya

pengetahuan hukum, konsentrasi investor pada investasinya serta rangkap jabatan

yang diperbolehkan oleh aturan hukum di Singapura turut menjadi penyebabnya.

Akibat yang muncul sehubungan dengan hal tersebut juga turut dirasa oleh klien

itu sendiri, Notaris dan iklim investasi di Indonesia.

Sehubungan dengan adanya perbedaan wewenang dan kesalah pengertian

dan pemahaman tersebut, maka seorang Notaris harus lebih memahami dan

mengerti tentang wewenang dan batasannya serta kewajiban dan larangan

baginya. Selain itu juga harus lebih cermat dalam menerima permintaan klien

asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura, karena tidak semua

permintaan klien tersebut dan wewenang Notary Public dapat dilakukan juga oleh

Notaris.
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